BABIII

PENUTUP

A, KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penulis, Peran Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam melaksanakan pembinaan
hubungan industrial guna pembentukkan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan yang
isinya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dan pengusaha secara
garis besar telah sesuai dengan Undang~-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya peran pemerintah tidak optimal
karena:

a. Secara konstitusional saran yang diberikan Lembaga Kerja Tripartit Kota
Yogyakarta kepada pemerintah kota yogyakarta dalam rangka menetapkan
kebijakan bidang ketenagakerjaan tidak mengikat pemerintah‘ untuk
menggunakan saran tersebut sebagai bahan pertimbangan atau isi dari
kebijakan yang akan ditetapkan Pemeﬁntah Kota Yogyakarta.

b. Pejabat pemerintah yang melaksanakan pembinaan hubungan industrial di
perusahaan hanya menyampaikan materi normatif menyangkut hak dan
kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha yang dapat menjadi isi perjanjian
kerja bersama di perusahaan sehingga pemerintah hanya dapat
mempengaruhi isi secara keseluruhan dari perjanjian kerja bersama di

perusahaan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis hendak mengajukan beberapa saran kepada

pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Yogyakarta

1.

Bagi Pemerintah Pusat

Organ negara yaitu Lembaga Eksekutif (Presiden dan Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi) diharapkan dapat melakukan perubahan ketentuan Pasal 107
ayat (1) Undang—Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
mengenai tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit berupa pemberian saran,
pertimbangan kepada pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan agar saran,
pertimbangan yang diberikan Lembaga Kerja Sama Tripartit kepada Pemerintah
mengikat pemerintah untuk menggunakan saran dan pertimbangan tersebut
sebagai isi dari kebijakan ketenagakerjaan.

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Kerja sama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
dengan pihak kelurahan dalam melaksanakan Pembinaan hubungan industrial,
sebaiknya memperhatikan keakuratan data kependudukan di kelurahan mengenai
pekerjaan warga desa, agar pelaksanaan pembinaan hubungan industrial tersebut

bukan merupakan kegiatan yang terkesan sia-sia.
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

r‘Aai% GA KERJA DAN TRANSMIGRASI

snbiran Nomor 26 Telepon (0274 ) 371977, 450865 Fax 450865
YOGYAKARTA Kode Pos 55161

ERIALL tnacmLL addicgiago.id, EMAIL INTRANET : tenagakerja@intra,jogja.go.id
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% SURAY KETERANGAN
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Yang bertanda tangan dibawah inl

Nama » Widotisnomo, SELMT.

; Jabatan : E.epala Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasx Kota Yogyakarta

Dengan mu micnerangkan bahwa :

Nama : Vincentius A. Paulo Mitak
NIM : 020507506
Fakultas . Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Berdasarkan Surat dart Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070 / 478 ténggal
21 Maret 2007 bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dari tanggal : 12 Maret 2007 sampai dengan
28 Agustus 2007.

Dengan Judul :  “Peranan  Pemerintah Dalam
g=)

Pembinaan Hubungan Industrial
i Kota Yogyakarta”,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Y gyakarta, 31 Agustus 2007
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